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Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 
hingga saat ini masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan perusahaan- 
perusahaan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari seringnya pemberitaan di media 
sosial tentang perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang- 
utangnya. Berbagai polemik yang timbul terkait dengan penyelesaian utang piutang 
tersebut ditengarai dengan kondisi perusahaan yang tidak mampu lagi memenuhi 
kewajiban untuk membayar utang-utangnya terhadap kreditur dan adanya indikasi 
debitur yang beritikad tidak baik dalam menyelesaikan pembayaran utangnya. Untuk 
itu perlu dilakukan pembaharuan mengenai peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai kepailitan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diterbitkan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang 
Toko Harapan Baru dan Mitra Teknik milik Lusy alias Kwan Kok Ing warga 
Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dimohonkan pailit oleh Perseroan 
Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau disebut PT. BRI (Persero), atas kredit 
macet yang belum dibayar, terjadi perbedaan jumlah utang, PT BRI (Persero) 
menyebut kreditur lainnya yaitu Perusahaan Asuransi Kebakaran PT. Beringin 
Sejahtera Arthamakmur (BSAM), tidak pernah hadir dan datang untuk menuntut 
haknya dalam persidangan. 
Penetapan pailit tersebut diperjuangkan oleh debitur hingga tingkat Peninjauan 
Kembali, namun Mahkamah Agung dalam putusannya No. 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, 
amarnya menolak permohonan pailit debitur pada tingkat Peninjauan Kembali. Debitur 
tetap berjuang untuk mempertahankan harta kekayaannya, dan mengajukan 
perlawanan, ternyata gugatan perlawanan yang diajukan oleh debitur tersebut ternyata 
membawa hasil, karena gugatan perlawanan tersebut sebagaimana putusan No 
06/Pdt.G/2017/PN SBY, terhadap penyitaan asetnya yang dilakukan kurator Najib 
Gysmar (kurator) dikabulkan majelis hakim. 
 

























The economic crisis in Indonesia since 1998 until today still felt the 
impact by the public and companies in Indonesia. This is evident from the frequent 
reports in the social media about companies that are not able to meet the obligation to 
pay its debts. Polemics that arise related to the settlement of debts are considered with 
the condition that the company no longer able to fulfill the obligation to pay off debts 
to creditors and debtors are indications of bad faith in resolving the debt payments. It 
is necessary for the renewal of the legislation governing bankruptcy. 
Shop New Hope and Partners Engineering belongs Lusy alias Ing Kok Kwan 
District residents Sumbawa, West Nusa Tenggara, petitioned for bankruptcy by 
Limited Liability Company Bank Rakyat Indonesia (Persero) or called PT. BRI 
(Persero), on the bad loans that have not been paid, there is a difference amount of 
debt, PT BRI (Persero) refer to other creditors Fire Insurance Company ie PT. 
Beringin Sejahtera Arthamakmur (BSAM), never present and came to assert their 
rights in court. 
The bankruptcy determination championed by the debtor up to the level of 
judicial review, but the Supreme Court in its decision No. 92 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 
2014, verdict rejected the bankruptcy petition of the debtor at the rate of 
Reconsideration. Debtors fight hard for their wealth, and filed a resistance, resistance 
turns out a lawsuit filed by the debtor was found to be, because the resistance lawsuit 
as decision No 06 / Pdt.G / 2017 / PN SBY, against the confiscation of assets that do 
curator Najib Gysmar (curator) granted by the judges. 
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4.1.1. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Menolak Permohonan 
Peninjauan Kembali Kasus Pailit Yang Diajukan Debitur Pailit (Analisis 
Putusan No. 92 PK/Pdt. Sus Pailit/2014), bahwa Mahkamah Agung yang 
memeriksa pada tingkat kasasi menolak bukti baru atau novum yang berarti 
bahwa Mahkamah Agung mengesahkan putusan Mahkamah Agung dalam 
pemeriksaan tingkat kasasi yang mengesahkan putusan Pengadilan Niaga di 
Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa 
pada tingkat Peninjauan Kembali tersebut menunjukan terdapat dua orang 
kreditur satu di antaranya mempunyai tagihan yang jatuh tempo, padahal di 
persidangan PT. BRI (Persero) tidak dapat menunjukannya, dan limit harta 
benda jaminan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan utang yang harus 
dibayar oleh Lussy. 
4.1.2. Akibat hukum penetapan pailit yang ternyata sita yang dilakukan oleh 
kurator pailit dibatalkan oleh pengadilan, bahwa dengan dibatalkannya sita 
umum terhadap harta benda pailit yang berada di bawah kekuasaan kurator, 
maka berdasarkan penetapan Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan pasal 
3 UU Pailit menjadikan sita umum yang dilakukan oleh kurator terhadap 












4.2.1. Penetapan pailit oleh Pengadilan terhadap debitur, kepercayaan masyarakat 
maupun dunia perbankan terhadap debitur pailit menjadi berakhir, oleh 
karena itu hendaknya jika kreditur mengajukan permohonan pailit 
hendaknya pengadilan dalam memeriksa dan mengadili memperhatikan dan 
memberikan perlindungan kepada debitur. 
4.2.2. Dibatalkannya sita umum harta debitur oleh Pengadilan Niaga merupakan 
suatu bukti adanya suatu itikad tidak baik bagi pemohon pailit, untuk itu 
hendaknya debitur yang dinyatakan pailit tersebut menggugat PT Bank BRI 
(Persero) berupa ganti rugi atas dasar per buatan melanggar huku. Hal ini 
ditempuh dengan harapan agar pemohon pailit lebih berhati-hati dalam 
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